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PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/277 /2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
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Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2045

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas kelompok
kerja penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu
melakukan perubahan susunan kelompok kerja
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Aceh Singkil Nomor 188.45/277/2024 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2025-2045;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan ~ Aceh  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Yang
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 729);
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14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2021 Nomor 285);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);

16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2022 Nomor 620);

17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor
721) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor
1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

18. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor
188.45/277/2024 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/277/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2045.
Menambah  Kelompok Kerja Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2025-2045, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan Bupati ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
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KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal "™ pMpVem v e b 909 y

L SUsipy it Bwoac MYye Y
EH SINGKIL,

J}Pi. BUPAT
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Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2.

3.

Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 188.45/ 3 (;,§/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/277/2024
TENTANG PEMBENTUKAN  KELOMPOK
KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-

2045.
NO JABATAN POKOK KEDUDUKAN TIM KETERANGAN
1 | Pj. Bupati Aceh Singkil Pembina
2 | Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Penanggung Jawab
Asisten  Perekonomian dan  Pembangunan
2 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Pengaiah
4 Kfepalg Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Ketua
Singkil
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
S Kabupaten Aceh Singkil Wakil Ketia
Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan
6 | Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Sekretaris
Kabupaten Aceh Singkil
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh
7 | Singlil AHEROLA
8 Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor r—_—
Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Eg
9 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Anggota
Kepala w]i)inas i;éndidikan da_n KeBudayaan
0 Kabupaten Aceh Singkil Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
i Kabupaten Aceh Singkil Anggota
12 | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil _ Anggota
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura lirs
° | Kabupaten Acch Singkil . N )
14 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Anggota
Kepala Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten . :
1 | Acehsingit SR
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16 Kabupaten Aceh Singkil Anggota
Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
17 Kabupaten Aceh Singkil Anggota
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1
. Kabupaten Aceh Singkil o e Anggota
19 K_cpa}tel Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Angapta Bemarbialiss
Singkil _ -
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, N
20 | Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Anggota Penambahan
Aceh Singkil
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
21 | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Anggota Penambahan

Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil




NO JABATAN POKOK KEDUDUKAN TIM KETERANGAN
22 | Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil Anggota Penambahan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
e An, P
= | Kabupaten Aceh Singkil ggota Senimibgian
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
24 Kb St Anggota Penambahan
25 Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Aceh At Pttt

Singkil

{Pj. BUPATL AGEH SINGKIL,%

AZMI




